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PENGADAAN KAPAL PATROLI
Jika Diminta, S
Dewan Siap

Turun Lapangan

D E WA N
Kabupaten
(Dekab) Poso
mengaku siap
turun ke la-
pangan jika
ada permin-
taan terkait
soal proyek
péngadaan ka-
pal patroli mi-
lik kantor Unit
Penyelenggara
Pelabuhan
(UPP) kelas

Azmir Podungge 2 Poso, yang

diduga ti-

dak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan.

Anggota Komisi Il Dekab. Poso Azmir
Podungge mengatakan, permintaan
yang dimaksud adalah dari pihak
dewan provinsi mengingat anggaran
pengadaan kapal tersebut bersumber
dari APBN. -

“Jika Deprov meminta dan memberi
kewenangan ke Dekab Poso untuk me-
lakukan pengawasan atau pemeriksaan
atas proyek kapal patroli yang diduga
tidak sesuai dengan spesifikasi itu,
maka kami siap menindaklanjutinya.
Karena ini bersumber dari dana APBN,
maka dewan Poso tidak bisa melakukan
pengawasan secara langsung tanpa di-
minta,” sebut politisi PAN itu.

Darihasil peninjauan atau pengawasan
yang dilakukan, dewan selanjutnya akan
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Dewan Bisa Saja Meminta Hearing

* KAPAL PATROLI

membuat laporan guna diteruskan
‘ke Deprov atau ke pusat untuk di-
tindak lanjuti.

“Nantinya hasil investigasi kita di
lapangan itu akan dibuatkan laporan
untuk diteruskan ke pihak provinsi
atau pusat,” tambahnya.

Bahkan tambah Asmir, dewan
bisa saja meminta hearing dengan
pihak pelabuhan sebagai pihak yang
bertanggung jawab atas pengadaan
kapal tersebut. Karena dewan kabu-
paten dan kota memiliki wewenang
“untuk mengawasi semua proyek yang
dibiayai dana APBN ataupun APBD
provinsi yang ada di wilayahnya.

Sebelumnya anggota DRRD
Kabupaten Poso itu setuju jika proy-
ek pengadaan kapal patroli di Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)
kelas 2 Poso segera diproses hukum,
sepanjang dalam proyek tersebut
terindifikasi menyalahi spesifikasi
yang disyaratkan. “Jika kenyataannya

' seperti itu, bahwa proyek tersebut
diduga tidak sesuai dengan spesifik-
asinya, maka sudah saatnya aparat
penegak hukum melakukan penye-
lidikan lebih lanjut,” paparnya.

Jika spesifikasi sudah tidak se-
suai, maka Asmir melihat ada unsur

kesengajaan yang dilakukan oleh
pihak pengadaan kapal tersebut.
Sebab kata dia, idealnya sebuah ka-
pal patroli harus dilengkapi dengan
sistem dan peralatan navigasi yang
memadai yang menjadi syarat mut-
lak pengadaan sebuah kapal patrdli
yang harus dipenuhi.

“Karena jika terdapat spesifikasi
yang tidak sesuai, maka akan men-
gancam keselamatan pelayaran bagi
yang menggunakan. Jika demikian,
kondisi ini bisa sangat fatal aki-
batnya,” ujar politisi PAN ini yang
mengaku sempat melihat langsung
kondisi kapal patroli tersebut saat
sedang diperbaiki pasca tenggelam
dihantam ombak beberapa waktu
lalu.

“Intinya untuk mengetahui apakah
memang ada spesifikasi yang tidak
sesuai dalam proyek tersebut, sudah
saatnya aparat penegak hukum mela-
kukan penyelidikan, dan kami sangat
mendorong hal itu,” tambahnya.

Seperti yang diberitakan, proyek
pengadaan kapal patroli milik kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)
kelas 2 Poso mulai menuai sorotan.
Pasalnya kapal yang belum genap dua
tahun ini kini sudah tidak beroperasi

S
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lagi. Muncul dugéan pengadaan kapal
dengan nomor lambung KN 589 itu

. tidak sesuai dengan spesifikasi yang

ditentukan.

Informasi yang berhasil di himpun
media ini menyebutkan, sejak dia-
dakan pada akhir tahun 2011 lalu,
kapal tersebut tercatat baru dua
kali beroperasi. Tak lama berselang,
tepatnya sekitar bulan September
2012, kapal yang dibuat di galangan
kapal Surabaya tersebut, mengalami
musibah tenggelam saat dihantam
ombak besar ketika bersandar di
dermaga pelabuhan Poso.

Sementara itu Kajari Poso

" Nurtamam SH yang dikonfirmasi

Senin (28/10/2013), terkait proyek
pengadaan kapal tersebut, mengaku
belum mengetahui jika ada proyek
pengadaan kapal yang diduga me-
nyalahi spesifikasi itu. “Saya baru
dengar, nantilah saya akan pelajari
dulu, apakah memang ada indikasi -
penyalahgunaan spedifikasi dalam
pengadaan kapal patroli tersebut,”
ujarnya.

“Kemungkinan waktu kasus itu
muncul dimedia, saya lagi cuti, se-
hingga saya belum tahu,” pungkas-
nya. uLy




